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ABSTRAK 
BASRAN BASRI (B 111 08 277), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman di Kabupaten 
Pangkep. (Studi Kasus Tahun 2012-2014) di bawah bimbingan Andi 
Sofyan selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
penyebab terjadinya delik penganiayaan biasa yang dilakukan oleh preman di 
Kabupaten Pangkep selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2012-2014). 
 
Penelitian ini dilakukan di kabupaten pangkep yaitu pada Polres 
Pangkep serta beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Data diperoleh dari hasil 
wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif serta 
disajikan secara deskriptif. 
 
Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Pangkep tidak luput pula dari 
gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penganiayaan yang 
pelakunya adalah preman dimana hal ini telah banyak membawa dampak 
negatif sehingga merugikan bagi masyarakat. Penganiayaan sebagai tindak 
pidana adalah wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan sehingga 
di Kantor Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini 
kejahatan penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh preman. 
 
hasil penelitian antara lain: faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan preman di Kabupaten Pangkep dari tahun 
2012 sampai dengan 2014 yaitu faktor ego, faktor ekonomi dan faktor 
lingkungan. Adapun upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan 
kejahatan penganiayaan oleh preman secara garis besar ada dua bentuk 
yaitu upaya pencegahan/preventif dan upaya pemberantasan/represif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak lepas dari 
perkembangan zaman yang terjadi di seluruh dunia. Dimana 
perkembangan yang terjadi sangat berpengaruh pada banyak aspek 
kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman ini membuat segala 
sesuatu menjadi mudah untuk dilakukan, mulai dari pekerjaan yang 
dulunya menggunakan tenaga kini dapat digantikan mesin begitu juga 
komunikasi yang dulunya hanya melalui surat kini dapat menggunakan 
telepon genggam. 
Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa 
pengaruh terhadap negara Indonesia tetapi juga mempengaruhi 
perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam 
masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sebagian masyarakat 
dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Untuk menikmati hasil 
dari perkembangan yaitu modernisasi dalam segala hal membutuhkan 
uang yang tidak sedikit, sedangkan perkembangan tersebut tidak diikuti 
dengan pertumbuhan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia. Masih 
banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, terlebih lagi setelah masa 
reformasi yang membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. 
Tidak hanya mengalami krisis ekonomi tetapi juga mengakibatkan krisis 
moral dalam kehidupan masyarakat. 
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Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai 
masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran 
yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin 
sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena 
persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Karena 
desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan 
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini 
menyebabkan tingginya angka kriminalitas terutama di daerah yang padat 
penduduk. Salah satu fenomena kejahatan saat ini adalah begitu 
maraknya praktik atau aksi premanisme yang tumbuh subur dalam 
kehidupan masyarakat. 
Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi 
semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya 
kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mencari cara 
untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam 
bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman 
sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang 
kegiatan preman tidak pernah lepas dari kedua hal tersebut 
(www.blogspot/2012/03/makalah-premanisme-di-indonesia.html). 
Perilaku premanisme merupakan masalah sosial yang berawal dari 
sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang 
kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman 
penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para 
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pelaku premanisme juga telah memnfaatkan beberapa jawara lokal untuk 
melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya 
melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan 
ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), 
pemerkosaan ( Pasal 285 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum 
(Pasal 170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 
338 KUHP) serta perilaku mabuk dimuka umum ( Pasal 492 KUHP) yang 
tentunya sangat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan 
keresahan dalam masyarakat. 
Dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, 
Indonesia sebagai Negara hukum memiliki pihak kepolisian. Kepolisian 
dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom dan bertugas 
memberikan rasa aman kepada masyarakat mempunyai peran yang 
sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak 
kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu 
mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena 
premanisme dalam masyarakat. Tentu saja tidak terlepas dari partisipasi 
seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap 
aksi premanisme yang terjadi disekeliling mereka. 
Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi aksi premanisme dikalangan 
masyarakat, bukan hanya di kota besar tetapi juga di daerah berkembang 
seperti Kabupaten Pangkep. Salah satu tindak premanisme yang begitu 
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marak di Kabupaten Pangkep yaitu begitu banyaknya terjadi tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman. Tindak kekerasan atau 
penganiayaan seakan-akan telah menjadi kebiasaan yang terjadi 
dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dalam diri 
masyarakat. 
  Dengan adanya aksi premanisme di Kabupaten Pangkep maka 
pihak Kepolisian Resort Pangkep menjadi baris terdepan untuk mengatasi 
permasalahan preman tersebut. Upaya penanggulangan preman telah 
dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan razia terhadap 
preman atas dasar pengaduan dari kalangan masyarakat yang telah 
dibuat resah dengan kehadiran preman di lingkungan mereka. Tetapi 
upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pangkep belum bisa 
membuat aksi premanisme hilang dari masyarakat. 
Sebenarnya dalam kehidupan sudah ada hukum, dimana hukum itu 
adalah seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang 
menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam 
kehidupan bermasyarakatnya. 
Dalam hukum juga sudah hadir hukum pidana yang memiliki aturan 
yang lebih jelas dan juga sudah memiliki sanksi dalam bentuk 
penghukuman jika terjadi pelanggaran. Pada dasarnya kehadiran hukum 
pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar 
tercipta perasaan tenang dan tidak takut akan terjadinya perbuatan yang 
akan merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat. Sehingga 
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tentu saja dengan adanya hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat 
dapat menekan kejahatan dengan penegakan hukum secara konsisten 
oleh para penegak hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak 
terjadi tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam 
ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai 
sanksi bersifat hukuman ataukah kemampuan aparat penegak hukum 
yang bekerja kurang maksimal sehingga belum mampu mengatasi 
berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis 
tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: 
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN” (Studi Kasus 
di Polres Pangkep Tahun 2012-2014). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 
mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh 
Preman, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep ? 
2. Apa saja upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep ? 
 
6 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan yang hendak 
dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten 
Pangkep. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman 
di Kabupaten Pangkep. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak 
hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi 
terjadinya kejahatan preman. 
2. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 
rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya 
dan bidang ilmu hukum pada umumnya. 
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
4. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan 
di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Secara umum, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam Topo Santoso dan Eva 
Achjani Sulva (2001: 9), istilah kriminologi ditemukan oleh seorang ahli 
antropologi Perancis, P. Topinard, yang menyebutkan bahwa secara 
harfiah kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau 
penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi 
berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. 
Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 
pengertian kriminologi diantaranya: 
 “Bonger (Topo Santoso dan Eva, 2001:9) memberikan definisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi 
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
1. Antropologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 
seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab dalam bidang ilmu 
ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3. Psikologi Kriminil 
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Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
Disamping itu terdapat juga kriminologi terapan yang berupa: 
 
1. Higiene Kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan.misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk menerapkanundang-undang, sistem jaminan 
hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
2. Politik Kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah 
terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. 
Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang 
dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 
lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan 
sanksi. 
3. Kriminalistik (police scientific)  
yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik 
kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva, 2001:10-11) merumuskan 
kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan 
perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge regarding 
crime as a social phenomenom), mencakup proses-proses perbuatan 
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 
1. Sosiologi hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana). 
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2. Etiologi kejahatan 
merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab 
musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan 
merupakan kajian yang paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
shuterland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
 
Paul Mudigdo Mulyono (Wahju Muljono, 2012:34) menyatakan 
tidak sependapat dengan definisi sutherlad karena menurutnya definisi 
sutherland tidak memberikan gambaran pelaku kejahatan punya andil 
dalam terjadinya suatu kejahatan. Menurutnya, terjadinya suatu kejahatan 
bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan 
tetapi karena adanya dorongan dari diri pelaku untuk melakukan 
perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Paul Mudgdo Mulyono 
memberikan definisi tersendiri buat kriminologi yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. 
Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva, 2003:11) lebih 
lanjut menyebut kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, 
dimana kriminologi ini sangat berkaitan dengan masalah manusia yang 
menunjukkan bahwa kejahatan dikategorikan sebagai gejala sosial. Oleh 
sebab itu, kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dengan 
demikian, untuk memahami makna kejahatan secara jelas, terlebih dahulu 
perlu memahami eksistensi manusia. 
Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva, 2003:12) memberikan 
definisi kriminologi sebagai: 
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Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan 
secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat. 
Wolfgang dan Johnston (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:10) 
dalam The Sociology of Crime and Delinquency, meberikan definisi 
kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa segala hal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan maupun penjahat. 
Pengertian kriminologi menurut Rusli Effendy (1993:9), ialah: 
Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, 
subjeknya adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya 
adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang melakukan 
kejahatan, apakah itu timbul karena bakat orang itu sendiri adalah 
jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya 
baik keadaan sosial maupun ekonomis. 
Berdasarkan rumusan para ahli di atas tentang kriminologi, dapat 
dilihat bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan mempunyai 
persamaan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Walaupun variasi 
bahasa dalam mendefinisikan kriminologi berbeda, tetapi tidak akan 
mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 
berorientasi kepada kejahatan, mencari sebab orang melakukan 
kejahatan dan mencari mengapa orang melakukan kejahatan, sekaligus 
mencari cara untuk menanggulangi kejahatan. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:11), 
kriminologi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 
a. Etiologi Kriminal 
Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan. 
b. Penologi 
Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya 
hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. 
c. Sosiologi hukum (pidana) 
Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi 
perkembangan hukum pidana. 
Menurut A. S. Alam (2010:2-3), kriminologi mencakup tiga hal 
pokok, yaitu: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan refresif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
 
Dalam proses pembuatan hukum pidana (proses of making 
laws) menurut yang menjadi pokok pembahasannya yaitu: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Dalam etiologi kriminal (breaking laws) yang menjadi pokok 
pembahasannya yaitu: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-
pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws) yang menjadi 
pokok bahasannya yaitu: 
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a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitatif. 
 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan yang mencakup norma-norma yang 
termuat dalam peraturan pidana, pelaku kejahatan yang biasa disebut 
sebagai penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku 
kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta 
tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala 
yang timbul di masyarakat dalam hal yang dianggap merugikan 
masyarakat luas. 
3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A. S. Alam (2010:), kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar yaitu : 
1. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya tentang sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
a. Antropologi Kriminal : 
Yaitu Ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang 
menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut 
Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya, tengkoraknya 
panjang, rambutnya lebab, tulang pelipisnya menonjol keluar, 
dahinya mencong dan seterusnya. 
b. Sosiologi kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal 
adalah: 
(1) Etiologi sosial 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu 
kejahatan. 
(2) Geografis 
Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak 
suatu daerah dengan kejahatan. 
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(3) Klimatologis 
Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara  cuaca 
dan kejahatan. 
c. Psikologi kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut 
ilmu jiwa. Yang termasuk dalam ilmu ini adalah: 
(1) Tipologi 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan 
penjahat. 
(2) Psikologi sosial kriminal 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu 
jiwa sosial. 
d. Psikologi dan neuro phatologi kriminal 
Yaitu ilu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih 
dirawat di rumah sakit jiwa. 
e. Penologi 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan 
faedah hukum. 
2. Kriminologi praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan 
bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan 
yang diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari 
kriminologi praktis ini adalah: 
a. Hygiene kriminal 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor 
penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan 
perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and counceling), 
penyediaan sarana olahraga dan lainnya. 
b. Politik kriminal 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia 
dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-
adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan 
untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan 
tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. 
c. Kriminalistik (poice scientific) 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan 
pelaku kejahatan. 
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B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Sebelum diuraikan mengenai penganiayaan, terlebih dahulu kita 
uraikan mengenai kejahatan itu sendiri. 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia,1989:42) adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang 
lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan jahat seperti 
penganiayaan ataupun segala perbuatan yang diatur dalam KUHP. 
J. E. Sahetapy (1979:11) menyatakan bahwa “crime is eternal as 
society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan”. 
Kartini Kartono (2003:138) menyatakan bahwa: 
Semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara 
ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan 
masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap keselamatan 
warga (baik yang sudah tercantum dalam undang-undang maupun 
yang belum tercantum dalam undang-undang). 
 
A.S. Alam (2010: 16-17) menyatakan bahwa: 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view) menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Dalam hal ini jelas bahwa hanya perbuatan 
yang diatur dalam perundang-undangan pidana yang diaanggap sebagai 
kejahatan, adapun perbuatan lain yang dianggap merugikan tetapi tidak 
diatur dalam KUHP maka itu bukan sebuah kejahatan. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view) menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap 
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perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. 
Menurut R. Soesilo (1985:13) merumuskan pengertian dari dua 
segi yaitu kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia 
yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam 
KUHP, sedangkan kejahatan secara sosiologis adalah segala tingkah laku 
manusia walaupun belum diatur dalam KUHP tetapi pada hakekatnya 
warga masyarakat dapat merasakan atau menafsirkan bahwa perbuatan 
tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.  
Menurut Bonger (Gumilang, 1993:4), kejahatan merupakan 
perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara 
merupakan pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap 
rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. 
Menurut A. S. Alam (2010:18-19), untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi, yaitu: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens area) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kejahatan dapat 
ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan segi sosiologis. Secara yuridis, 
16 
 
kejahatan merupakan segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang 
dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. Sedangkan secara 
sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang sifatnya 
merugikan masyarakat. 
2. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan atas 
beberapa pertimbangan (A. S. Alam, 2010:21) yaitu: 
a. Motif Pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
· Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelundupan. 
· Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, 
Pasal 284 KUHP. 
· Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 
PKI, pemberontakan DI/TI, dll. 
· Kejahatan lain-lain (micealineaous crime), misalnya 
penganiayaan, motif balas dendam. 
b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam 
buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. 
Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. 
Ancaman pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam 
buku ke-III KUHP, seperti sanksi di depan persidangan yang 
memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan 
dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selama-
lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran ini dalam bahasa 
inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya 
bisanya hukuman denda saja. 
Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran 
lalu lintas. 
c. Kepentingan statistik 
1. Kejahatan terhadap orang (crime against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dll. 
2. Kejahatan terhadap harta benda ( crime against property) 
misalnya pencurian, perampokan dll. 
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3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
d. Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. 
Kelas-kelas kejahatan didasarkan menurut proses terjadinya 
kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan 
organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. 
Penggolongannya adalah: 
1. Profesional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu dalam 
profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan 
uang dan pencopetan. 
2. Organized crime, kejahatan yang terorganisir. Contoh: 
pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar dan 
pelacuran. 
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian 
jemuran dan lain-lain. 
e. Ahli-ahli Sosiologi 
1. Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap 
orang). Contoh: pembunuhan (murder), penganiayaan 
(assault), pemerkosaan (rape) dll. 
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar (shoflifting) dll. 
3. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contoh: white collar crime (kejahatan kerah putih) seperti 
korupsi. 
4. Political crime (kejahatan politik). Contoh: treason 
(pemberontakan), espionage (spionase), sabotage 
(sabotase), guerilla warfare (perang gerilya) dll. 
5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Kejahatan ini juga biasa disebut “kejahatan tanpa korban” 
(victimless crimes). Contoh: pemabukan (drunkness), 
gelandangan (vagrancy), perjudian (gambling), wanita 
melacurka diri (prostitution). 
6. Conventional crime (kejahatan kovensional). Contoh: 
perampokan (robbery), penggarongan (burglary), pencurian 
kecil-kecilan (larceny) dll. 
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Pemerasan 
(racketeering), perdagangan wanita untuk pelacuran 
(women trafficking), perdagangan obat bius dan lain-lain. 
8. Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesi). Contoh: pemalsuan (counterfeiting), pencopetan 
(pickpocketing) dan lain-lain. 
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3. Unsur-unsur Pokok Untuk Menyebut Suatu Perbuatan Sebagai 
Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai sebuah kejahatan ada 
tujuh unsur pokok yang yang saling berkaitan yang harus dipenuhi (A.S 
Alam 2010:18). Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Adanya perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian 
2. Kerugian yang tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Contoh: misalnya orang dilarang 
mencuri, dimana larangannya yang menimbulkan kerugian 
tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada perbauran anatara kerugian yang telah diatur 
didalam KUHP dengan perbuatan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut 
 
C. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Pasal 351 KUHP (terjemahan) berbunyi : 
(1) “Penganiayaan diancam dengan ancaman pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah”. 
(2) “Jika perbuatan menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana paling lama lima tahun”. 
(3) “Jika menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun”. 
(4) “Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan”. 
(5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. 
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Rumusan delik ini (Andi Hamzah 2010 : 69) tidak terdiri dari bagian 
inti hanya disebut “penganiayaan” (mishandeling) karena sangat sulit 
membuat rumusan atau defenisi mengenai penganiayaan karena ribuan 
cara untuk menganiayaa orang . 
Di ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 
penganiayaan, yaitu “ dengan sengaja merusak kesehatan orang”. Kalau 
demikian, maka penganiayaan itu tidak berarti mesti melukai orang . 
Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam 
pengertian ini. 
Disamakan dengan menganiaya ialah merusak kesehatan orang. 
Akan tetapi, kalau merusak kesehatan itu dilakukan dengan membarikan 
makjanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan 
orang, maka yang diterapkan ialah Pasal 386 KUHP. Percobaan 
menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan 
penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu dapat dipidana. 
Undang – undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari 
penganiayaan (R.Sugandhi 1980:366). Menurut yurisprudensi, arti 
penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa 
tidak enak, rasa sakit atau luka. Menurut ayat (4) pasal 351 masuk dalam 
pengertian pengaiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak 
kesehatan orang. 
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2. Unsur-unsur Penganiayaan 
Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja 
menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan 
dalam surat tuduhan, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum 
pidana penganiayaan mempunyai unsure sebagai berikut: 
a. Adanya kesengajaan 
b. Adanya perbuatan 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 
1. Rasa sakit pada tubuh 
2. Luka pada tubuh 
 Unsur pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan), unsur 
kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. 
3. Jenis-Jenis Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX, Pasal 351 s/d 355 
adalah sebagai berikut: 
a. Penganiayaan Biasa 
Jenis penganiayaan ini diatur di dalam pasal 351 KUHP sebagai 
berikut:  
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).  
2. Jika perbuatan itu merupakan luka berat, si terdakwa dihukum 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.  
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.  
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
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Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu 
tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau 
tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada 
dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu 
tindakan hukum yang bersumber dari kesengajaan. Kesengajaan itu 
berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila 
akibat itu sungguh–sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, 
yang menyebabkan rasa sakit, luka ataupun menimbulkan kematian. 
Tidak semua perbuatan memukul atau lainya yang menimbulkan rasa 
sakit dikatakn penganiayaan. 
b. Penganiayaan Ringan 
Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak 
menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. 
Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP 
sebagai berikut: 
1) Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 
KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit atau 
halangan untuk melakukan pekerjaan diancam sebagai 
penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu 
lima ratus rupiah), pidana ini ditambah sepertiga, bila kejahatan 
itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau orang 
yang ada dibawah perintahnya. 
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
Yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak: 
1) Menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit). 
2) Menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau 
melakukan pekerjaan sehari-hari. 
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Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala. Walaupun perbuatan 
itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan 
ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan 
pekerjaan sehari–hari. Sebaliknya melukai jari kelingking seorang pemain 
biola, walaupun kecil sekali, namun apabila perbuatan itu menyebabkan si 
pemain biola tidak dapat bermain biola atau orkes, satu-satunya profesi 
yang dapat ia jalankan, tidak dapat digolongkan sebagai penganiayaan 
ringan. 
c. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu 
Adapun jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. 
 
Apabila kita pahami tentang arti dari direncanakan diatas, 
bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah 
direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan 
lebih dahulu  sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu 
adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat 
pidana pada tindakan penganiayaan. 
d. Penganiayaan Berat 
Jenis penganiayaan berat ini di atur dalam Pasal 354 KUHP yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
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1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya 8 (delapan) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
 
Penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat pada tubuh 
orang lain dalam pasal ini harus memenuhi unsur kesengajaan. 
Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok perbuatan itu 
dilarang dan perbuatan itu melanggar hukum.  
e. Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Terlebih Dahulu 
Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur 
dalam Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut: 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, yang bersalah dihukum penjara selama-
lamanya 12 (dua belas) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menyababkan kematian, yang bersalah 
dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. 
 
Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan 
yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka 
penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara 
penganiayaan berat Pasal (354 ayat 1 ) dengan penganiayaan berencana 
( Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang 
terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini 
haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena harus terjadi secara 
bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun 
unsur penganiayaan berencana. 
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D. Preman 
1. Pengertian preman 
Karina dan Emi (www.psychology.uii.ac.id), definisi preman 
sesungguhnya belum banyak dikemukakan oleh para ahli, Rahmawati 
(2002) menerangkan preman adalah kelompok masyarakat kriminal, 
mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang 
diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan 
mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif 
seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang 
berlangsung secara cepat dan spontan. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian preman 
sebagai kata dasar dari premanisme. Kata dasar preman itu sendiri 
memiliki dua arti, arti pertama berasal dari kata “partikelir” yang berarti 
bukan milik pemerintah, bukan untuk umum, melainkan swasta seperti 
orang (orang sipil bukan militer) atau mobil (mobil pribadi bukan mobil 
dinas), arti kedua berasal dari kalimat “kicak” yang berarti sebutan untuk 
orang jahat (penodong, perampok, pemeras dan sejenisnya). 
Sebutan preman agaknya merupakan bantuan dari bahasa 
Belanda dan Inggris (www.suaramerdeka.com/03.03.05 dan 
www.dki.go.id/03.03.05). Dalam bahasa Belanda berasal dari dua suku 
kata yakni Vrije Man dengan kata dasar Vrij yang berarti bebas, merdeka, 
libur, kosong, swasta, tanpa bayar, porno. Kedua kata Vrije berarti orang 
yang bebas (bukan budak) sedangkan Man diartikan sebagai orang, orang 
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lelaki, awak kapal, suami, prajurit jantan (Rahajoekoesoemah, 1995). 
Sedang dalam bahasa Inggris yaitu Free Man, Free yang berarti leluasa, 
bebas, dan memerdekakan lalu Man itu sendiri berarti orang, orang laki-
laki (Wojowasito dan Wasito, 1991). 
Kusumo (www.bisnis.com/03.03.05) menuturkan bahwa 
premanisme dengan kata dasar preman dalam sejarah Indonesia berawal 
pada zaman penjajahan Belanda dan pada mulanya tidak berkonotasi 
negatif. Pada perkembangannya premanisme kemudian berkonotasi 
negatif karena cenderung menunjukkan sikap-sikap yang berlawanan, 
mengabaikan dan melanggar peraturan yang berlaku. Sejalan dengan 
gambaran Santoso (www.suaramerdeka.com/03.03.05) preman dimasa 
lalu adalah preman (vrije man) pelindung masyarakat dari tindakan 
sewenang-wenang kaki tangan penjajah. Vrije man juga sering muncul 
sebagai pembela para buruh kontrak asal Jawa, China, India yang disiksa 
para centeng. Setiap warga yang mendapat kesulitan dari suruhan 
belanda atau tukang kebun (centeng), sering mendapat perlindungan dari 
para vrije man. Nasution (tokoh preman Medan) menandaskan bahwa 
perbuatan mencuri, merampok dan jenis lain kejahatan, haram bagi 
preman. Banyak cara terhormat untuk menghidupi diri, yang penting 
preman bukan bandit. 
2. Jenis-jenis Preman 
Tadjuddin (www.repository.unhas.ac.id) setidaknya ada empat 
model preman yang ada di Indonesia menurut Ketua Presidium Indonesia 
Police Watch, Neta S. Pane, yaitu : 
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a. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-
sendiri atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara 
tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas. 
b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah 
kekuasaan. 
c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan 
uang kepada pimpinan. 
d. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera 
organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk 
mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis 
ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang 
membayar atau menggaji anak buahnya. Preman jenis keempat 
ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya 
menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis 
gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di 
antara mereka di-backup aparat. Kerjanya rapih, dan sulit 
tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan 
memperalat para aparatnya. 
Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan dalam Tadjuddin 
(www.repository.unhas.ac.id) mengatakan, ada empat kategori kejahatan 
Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:  
a. Preman tingkat bawah  
Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. 
Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya 
memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.  
b. Preman tingkat menengah  
Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. 
Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan 
secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan 
pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan 
lebih “kejam”dari preman tingkat bawah karena mereka merasa 
“legal”. Misalnya adalah Agency Debt Collector yang disewa oleh 
lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang 
menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan 
perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor 
dengan cara-cara yang tidak manusiawi.  
c. Preman tingkat atas  
Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau 
organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. 
Mereka “disewa“ untuk membela kepentingan yang menyewa. 
Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.  
d. Preman elit  
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Adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme, 
mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah 
aktor intelektual perilaku premanisme. 
 
3. Ruang Lingkup Kejahatan Preman 
Menurut Tadjuddin (www.repository.unhas.ac.id), dalam melakukan 
tindakan kriminal biasanya dilakukan di tempat keramaian di mana banyak 
orang. Karena semakin banyak kesempatan untuk melakukan tindakan 
kriminal. Tempat-tempat yang biasanya terdapat preman antara lain 
sebagai berikut :  
1. Pasar Tradisional  
Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perekonomian 
berjalan, karena di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli yang 
melakukan transaksi jual beli. Preman memandang ini sebagai 
lahan untuk melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang 
membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar 
kepada lapak-lapak pedagang.  
2. Terminal Bus  
Merupakan tempat yang banyak orang berdatangan ke terminal 
bus untuk menuju tempat tujuan, hal ini digunakan untuk 
melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus maupun 
para supir bus.  
3. Jalan Raya  
Merupakan tempat umum yang hampir tidak pernah sepi, biasanya 
pelaku preman melakukan tindak kejahatan pada persimpangan 
jalan yang tidak ada pengamanan dari polisi, dimana mobil terhenti 
pada lampu lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari. 
Pada saat ini banyak para preman melakukan tindakan kriminal 
secara berkelompok, namun ada juga yang masih melakukan tindakan 
kriminal secara individu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam 
melakukan tindakan kriminal dan para pelaku terbagi atas wilayah 
kekuasaan yang telah terbagi dan terorganisasi. Setiap wilayah terdapat 
seorang pemimpin yang mengkoordinasikan para anak buahnya dalam 
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melakukan tindakan kriminal. Khusus tindakan pungutan liar setiap 
wilayah wajib menyetorkan hasilnya kepada pimpinannya yang kemudian 
disetorkan kepada oknum. Hal ini dilakukan agar para pelaku tindak 
kriminal dapat perlindungan dan wewenang dalam satu wilayah. 
E. Teori Penyebab Kejahatan 
Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori Kartini 
Kartono (1994:25), sebagai berikut: 
1. Teori psikogenesis (psikogenesis dan psikiatris) 
Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari 
seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain 
faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan 
motivasi seseorang. 
2. Teori biologis 
Teori ini mengemikakan tentang batasan penyebab terjadinya 
kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang 
muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. 
Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa 
kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga, 
dalam hal ini orangtua (kejahatan warisan biologis). Initi ajaran ini 
adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian sesorang 
berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku 
bagaimnapun keadaan lingkungan sosialnya itu. 
3. Teori sosiogenesis 
Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari 
sesorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi 
oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi 
struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu 
ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap 
dirinya sendiri. 
4. Teori subkultur 
Teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 
 
Bonger, Sutherland, Von Mayr (Ninik Widiyanti, 1987:58) 
memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti: 
a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya 
kejahatan 
b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh 
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c. Lingkungan ekonomi 
d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. 
 
Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan sesorang merupakan 
suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan 
familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut. 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Menurut Baharuddin Lopa (2001:16), bahwa upaya dalam 
menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, 
meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan 
(preventif). Langkah-langkah preventif itu meliputi: 
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi 
pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan. 
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan 
kesadaran hukum rakyat. 
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum 
lainnya untu meningkatkan tindakan represif dan preventif. 
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme  bagi 
para pelaksana penegak hukum. 
 
Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan, sedangkan solusi represif adalah cara-cara yang 
cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang 
sudah berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehigga kejahatan dapat 
dihentikan. 
Menurut A. S. Alam (2010:79-80), pencegahan kejahatan terdiri 
atas tiga bagian pokok, yaitu: 
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1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai/norama-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang.meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pecegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat 
+ Kesempatan terjadi Kejahatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh: jika ada orang berniat mencuri motor tetapi kesempatan itu 
tidak ada karena motor telah ditempatkan di tempat penitipan 
motor, sebab kesempatan tidak ada maka kejahatan tidak terjadi. 
Jadi dalam upaya preventif kesempatan  ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan/tindak 
pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus studi pada Kepolisian Resort 
Pangkep. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut 
karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti faktor 
penyebab terjadinya kejahatan preman, bagaiman upaya 
penaggulangannya dan faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam 
memberantas kejahatan preman. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
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2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang dihadapi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1) Wawancara, tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat 
memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek 
penelitian. 
2) Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkandapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit tehadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan kuantitatif dimana selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, 
penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Pangkep pada 
Tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 06 Juni 2015. 
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai dampak 
negatif yang ditimbulkan oleh preman, di Kabupaten Pangkep dampak 
negatif tersebut membawa keresahan bagi masyarakat serta 
meningkatnya berbagai macam tindak kriminal yang juga diakibatkan oleh 
tindakan preman itu sendiri. Berikut petikan wawancara penulis dengan 
Kepala Unit Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resort Pangkep IPTU 
Ismail Samad, SH (wawancara Tanggal 24 Maret 2015) , mengenai 
definisi pihak kepolisian tentang preman. 
Sebenarnya tidak ada definisi resmi dari pihak kepolisian tentang 
arti “preman”. kami hanya menyebut seseorang itu sebagai preman 
apabila memenuhi 2 (dua) hal yaitu: pertama, orang yang ditakuti 
ataupun orang yang punya organisasi yang memimpin orang 
melakukan kerusuhan. Kedua, seseorang dikatakan preman 
apabila orang tersebut melakukan kejahatan. 
 
Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor 
Kepolisian Resort Pangkep, ditemukan berbagai kejahatan preman baik 
yang ditemukan pihak Kepolisian maupun kejahatan yang dilaporkan oleh 
masyarakat yang telah diresahkan akibat berbagai macam kejahatan yang 
dilakukan oleh preman. dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di 
Kantor Kepolisian Resort Pangkep, dari tahun ketahun memang terus 
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ditemui kejahatan yang dilakukan oleh preman. secara rinci dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 1. Jumlah Temuan Kasus Kejahatan Preman di Wilayah Polres 
Pangkep Dari Tahun 2012-2014 
 
No Tahun Jumlah Kasus Preman 
1 2012 75 
2 2013 33 
3 2014 30 
Jumlah 138 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat maraknya kasus tindak kejahatan 
yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep. Memperhatikan tabel 
satu diatas temuan kasus kejahatan preman di Kabupaten Pangkep dalam 
jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami 
penurunan setiap tahunnya, dengan perincian sebagai berikut: 
Pada tahun 2012 jumlah kasus kejahatan yang dilakukan preman 
di Kabupaten Pangkep tercatat 75 (tujuh puluh lima) kasus, tahun 2013 
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus dan tahun 2014 sebanyak 30 (tiga 
puluh) kasus. 
Tabel 2. Jumlah Temuan Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Oleh 
Preman Di Polres Pangkep Dari Tahun 2012-2014 
 
No. Jenis Kejahatan Preman 
Tahun 
2012 2013 2014 
1. Penganiayaan 59 31 19 
2. pengeroyokan 10 1 8 
3. Pencurian dengan  ancaman kekerasan 4 - 2 
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4. Pemerkosaan 2 1 - 
5. Pemerasan - - 1 
Jumlah 75 33 30 
 
Memperhatikan tabel 2 (dua), maka dapat dilihat jenis-jenis tindak 
kejahatan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep mulai dari 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ada 5 jenis kejahatan, dengan 
perincian sebagai berikut: 
Tahun 2012 terdapat 75 kasus kejahatan yang dilakukan preman 
diantaranya penganiayaan sebanyak 59 kasus, pengeroyokan sebanyak 
10 kasus, pencurian dengan ancaman kekerasan sebanyak 4 kasus, 
pemerkosaan sebanyak 2 kasus. Tahun 2013 terdapat 33 kasus yang 
dilakukan oleh preman diantaranya penganiayaan sebanyak 31 kasus, 
pengeroyokan sebanyak 1 kasus dan pemerkosaan sebanyak 1 kasus. 
Tahun 2014 terdapat 30 kasus kejahatan yang dilakukan oleh preman 
diantaranya penganiayaan sebanyak 19 kasus, pengeroyokan sebanyak 8 
kasus, pencurian dengan ancaman kekerasan sebanyak 2 kasus dan 
pemerasan sebanyak 1 kasus. 
Memperhatikan tabel dan uraian diatas penulis menarik kesimpulan 
bahwa kejahatan preman yang sulit untuk diredam dan terjadi setiap 
tahunnya dalam jumlah yang besar yaitu kejahatan penganiayaan (Pasal 
351 KUHP). Maka penulis sesuai dengan judul penelitian akan lebih 
memperdalam pembahasan mengenai kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh preman. 
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A. Data Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman Di 
Kabupaten Pangkep 
Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Pangkep tidak luput pula 
dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan 
penganiayaan yang pelakunya adalah preman. hal ini telah banyak 
membawa dampak negatif dan merugikan bagi masyarakat Kabupaten 
Pangkep. Penganiayaan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam 
KUHP adalah wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan juga 
diatur dalam KUHP Pasal 6 Ayat (1) sehingga di Kantor Kepolisian dapat 
diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan penganiayaan 
khususnya yang dilakukan oleh preman. 
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan 
khususnya delik penganiayaan dimana pelakunya adalah preman di 
Kabupaten Pangkep, maka dibawah ini penulis akan meninjau data 
mengenai delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman yang dilakukan 
di Kabupaten Pangkep selama kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai dari 
tahun 2012 sampai dengan 2014. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Polres 
Pangkep, bahwa delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman di 
Kabupaten Pangkep dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adala 
tercatat 109 kasus. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui pada tabel 
berikut: 
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Memperhatikan tabel tiga diatas menunjukkan bahwa kasus delik 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman dalam jangka waktu tahun 
2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan setiap tahunnya, 
dengan perincian sebagai berikut: 
Pada tahun 2012 jumlah delik penganiayaan yang dilakukan oleh 
preman di Kabupaten Pangkep tercatat 59 (lima puluh sembilan) kasus 
yang dilaporkan dan berkas penyelesaian kasusnya sebanyak 65 (enam 
puluh lima) berkas, tahun 2013 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus yang 
dilaporkan dan berkas penyelesaian kasusnya sebanyak 39 (tiga puluh 
sembilan) berkas, serta tahun 2014 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus 
dengan berkas penyelesaian sebanyak 24 (dua puluh empat). 
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Menurut Brigpol Adi Saputro selaku staf Kaurmin satuan Reskrim 
Polres Pangkep bahwa ( wawancara 20 Mei 2015) 
Tidak semua kasus yang dilaporkan pada tahun tersebut dapat 
diselesaikan dengan segera pada tahun tersebut, hal ini 
dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi penyidik pada saat 
melakukan penyidikan misalnya pelaku yang melarikan diri, pelaku 
yang tidak memenuhi panggilan atau sulitnya meminta keterangan 
saksi dan hal-hal lain yang terjadi dilapangan. 
 
Selain itu penulis juga meminta penjelasan mengenai terjadinya 
selisih berkas penyelesaian yang ada dengan jumlah kejahatan yang 
terjadi. Kemudian Brigpol Adi Saputro (wawancara 20 Mei 2015) kembali 
menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan bahwa: 
Terjadi selisih dikarenakan berkas pelaku dipisahkan apabila 
terdapat anak dibawah umur yang melakukan kejahatan. Misalnya 
dalam satu kejahatan ada 5 orang pelaku dan dua diantaranya 
adalah anak dibawah umur maka berkasnya dipisahkan sedangkan 
berkas untuk orang dewasa disamakan, jadi dalam kasus ini 
berkasnya ada 3 (tiga). 
 
Sedangkan penurunan jumlah kejahatan penganiayaan dari tahun 
2012 sampai dengan tahun 2014 dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres 
Pangkep AKP Ridwan Saenong, SH, MH (wawancara tanggal 20 Mei 
2015) menyatakan bahwa: 
Sejauh ini dilakukan penekanan atas tindak pidana yang dilakukan 
oleh preman khususnya penganiayaan, hal ini dapat dilihat dari 
penurunan jumlah kasus yang diterima pihak reskrim setiap 
tahunnya. Hal ini terjadi sebagai bentuk usaha anggota kami untuk 
menekan kejahatan yang dilakukan oleh preman. Tetapi, 
khususnya kejahatan penganiayaan sendiri biasanya masih banyak 
yang terjadi, hanya saja tidak dilaporkan oleh pihak yang berselisih. 
Pihak Kepolisian sendiri juga biasanya jika mendapatkan kasus 
penganiayaan yang tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar 
baik materi maupun kesehatan, itu tidak melimpahkannya ke 
Satreskrim tetapi ke Sabhara. 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Yang 
Dilakukan Oleh Preman Di Kabupaten Pangkep 
Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya 
kejahatan pada umumnya, kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
preman pada khususnya, telah banyak sarjana dan para ahli hukum yang 
mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari keanekaragaman yang 
ada di dalam masyarakat, baik itu agama, suku, ras dan status sosial 
dalam masyarakat. 
Sebagaiman diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu 
fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan 
kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan 
kejahatan ini baik wujud maupun sifatnya adalah hal yang bertentangan 
dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno (1986) bahwa: 
Perbuatan-perbuatan pidana ini pada wujud dan sifat aslinya 
adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki 
oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar 
hukum). Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam artian 
bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata 
dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. 
 
Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya 
dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup 
bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti 
mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya. 
Kejahatan lainnya tetap merupakan salah sosial yang rumit, oleh 
karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi 
penyebab kejahatan tersebut. 
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Kaitannya uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 
dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab preman melakukan 
penganiayaan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam 
jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
Adapun wawancara penulis dengan Kanit Idik Polres Pangkep 
IPTU Ismail Samad, SH (wawancara tanggal 20 Mei 2015) bahwa: 
Faktor yang mempengaruhi preman melakukan kejahatan 
penganiayaan yaitu ada 2 (dua) sumber yang berasal dari dalam 
dan luar individu itu sendiri. Sumber kejahatan dalam diri yaitu 
faktor ego orang tersebut, sedangkan sumber dari luar yaitu faktor 
ekonomi dan faktor lingkungan. 
 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor 
yang disebutkan oleh Kanit Idik Reskrim Polres Pangkep IPTU Ismail 
Samad, SH maka penulis menguraikannya sebagai berikut: 
1. Faktor Ego 
Seseorang yang memiliki ego yang tinggi cenderung memiliki 
perasaan sensitif yang berlebihan dibanding dengan yang lainnya. 
Ada beberapa contoh perasaan yang dimiliki orang dengan ego 
tinggi yang dapat memicu timbulnya perbuatan jahat khususnya 
penganiayaan, seperti: 
· Rasa ingin tampak lebih dibanding orang lain 
Jika seseorang memiliki sifat yang selalu ingin tampak lebih dari 
orang lain, maka ini akan memudahkan seseorang terprovokasi oleh 
orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan khususnya penganiayaan 
sebagai pembuktian bahwa dirinya lebih hebat. Seperti yang disampaikan 
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oleh Kanit Idik Polres Pangkep IPTU Ismail Samad, SH (wawancara 
tanggal 20 Mei 2015) bahwa: 
Dalam penyidikan yang dilakukan pihak kami, tidak sedikit pelaku 
yang mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan menganiaya 
disebabkan oleh perkataan temannya yang mengatakan bahwa 
orang dianiaya olehnya lebih hebat dari dirinya. Oleh karena itu, 
pelaku berniat membuktikan pada temannya bahwa dirinya lebih 
hebat sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut. 
 
Apalagi, tindak premanisme lebih di dominasi oleh anak muda yang 
lebih dikenal sebagai orang yang masih memiliki tingkat pemikiran yang 
belum dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga 
mereka cenderung lebih mengedepankan sikap emosional daripada 
menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Karena itulah mereka lebih 
mudah terprovokasi dan melakukan kejahatan yang sangat merugikan 
dirinya sendiri. 
· Perasaan yang mudah sakit hati 
Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri 
seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun 
perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Karena sakit hati, 
seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang 
disebabkan oleh sakit hati sangat mungkin terjadi pada saat itu juga 
dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah 
menyinggung hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara 
spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan 
penganiayaan terhadap orang lain. 
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· Perasaan dendam 
Perasaan dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada 
dikarenakan jika dulunya seseorang merasa pernah sakit hati dan belum 
sempat untuk membalas sakit hatinya. Faktor dendam juga dapat 
merupakan salah satu penyebab terjadinya penganiayaan biasa, pada 
dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya 
kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan 
yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari 
konflik ini terjadilah dendam. 
Proses terjadinya dendam seperti yang diuraikan di atas adalah 
konflik yang didasarkan pada pola pikir individu yang berbeda-beda dan 
merupakan suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan suatu tindakan 
pembalasan. Contohnya: seseorang merasa sakit hati karena telah 
dipukul ataupun ada yang telah membuatnya tersinggung, tetapi orang 
tersebut belum sempat membalas dan menyimpan perasaannya sakit 
hatinya. Kemudian timbullah perasaan dendam dalam hati orang tersebut 
dan menimbulkan rasa untuk membalas. 
Dari contoh tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dendam adalah merupakan sikap batin yang senatiasa mendorong 
seseorang untuk melakukan tindakan pembalasan. 
2. Faktor ekonomi 
Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya 
kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, 
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ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat 
konsumen. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk 
memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan 
demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk 
mempersiapkan diri dalam berbagai cara dan sebagainya. Keadaan-
keadaan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin 
menurun dan menjadi salah satu penyebab munculnya preman dan tindak 
premanisme adalah sebagai berikut: 
a. Perubahan-perubahan harga 
Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas 
mempunyai hubungan langsung, begitupun dengan hubungannya 
dengan munculnya preman dan tindakan premanisme. Dalam 
keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga 
tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang 
dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya 
beli, dalam diri seseorang akan menimbulkan perhitungan dan 
pertimbangan-pertimbangan untuk tetap masih dapat memenuhi 
kebutuhan hidup dengan keadaannya, akan tetapi jika pada saat 
yang sama terjadi penurunan nilai uang, pertambahan tanggungan 
keluarga, dan sebagainya yang pada pokoknya mepengaruhi standar 
hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan 
timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar. 
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b. Pengangguran 
Karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain-
lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya 
pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab 
timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh 
kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan 
termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang 
tumbuh pesat setiap tahunnya. 
3. Faktor lingkungan 
Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar 
pengaruhnya dalam terjadinya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh 
preman di Kabupaten Pangkep. Seperti yang dikatakan oleh Brigpol Adi 
Saputro (wawancara 20 Mei 2015) yaitu: 
Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kejahatan yang 
dilakukan preman di Kabupaten Pangkep sesuai dengan hasil 
penyidikan yaitu lingkungan, baik lingkungan pergaulannya di 
masyarakat maupun lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus 
penganiayaan preman yang dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat 
dari pelaku yang di dominasi oleh umur antara 16-23 tahun, dimana 
umur itu masih mudah untuk terpengaruh dan kebanyakan dari 
mereka umumnya hidup didalam keluarga yang mapan. 
 
Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam 
suasana buruk, tak beres di rumah, merupakan halangan besar bagi 
seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan 
keluarga adalah pokok utama yang merupakan pengembangan bagi 
seseorang menjadi manusia yang berkepribadian luhur. Dengan demikian, 
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berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga 
sebagai peletak dasar kepribadian. 
Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang 
memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas 
nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, 
baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam 
kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang 
tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai 
peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula 
berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang 
mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini 
menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam 
keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha 
mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya. 
pada saat itulah lingkungan pergaulan memegang peranan penting 
dalam kehidupan seseorang. kebanyakan seseorang melakukan 
kejahatan karena kurangnya penanaman nilai dalam keluarga sehingga 
dalam pergaulan mudah terjerumus. Apalagi jika seseorang bergaul 
dengan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai preman, maka 
secara perlahan orang tersebut juga akan menjadi preman dan melakukan 
tindak premanisme khususnya penganiayaan sebagai pelampiasan 
kepenatan yang diperoleh di lingkungan keluarga. 
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Terkhusus di Kabupaten Pangkep, lingkungan keluarga menjadi hal 
paling mendasar seseorang menjadi preman karena merasa tidak 
mendapat perhatian sehingga dalam pergaulan seseorang mencoba 
mencari kepuasan yang tidak jarang dengan melakukan tindak kriminal. 
C. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
resort Pangkep terhadap preman di Kabupaten Pangkep 
Kejahatan pada umumnya dan kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh preman pada khususnya tidak dapat dihilangkan, akan 
tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam 
hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi 
tingkat perkembangan delik penganiayaan dalam hal ini delik 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman, khususnya yang terjadi di 
Kabupaten Pangkep dapat digolongkan 2 (dua) upaya penanggulangan 
yaitu upaya penanggulangan secara preventif dan upaya penanggulangan 
secara represif. 
Menurut Kanit Idik Polres Pangkep IPTU Ismail Samad, SH 
(wawancara tanggal 20 Mei 2015) bahwa tindakan preventif yang 
dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Pangkep, antara lain sebagai 
berikut: 
· Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga pangkep 
secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan 
program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah 
dan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan 
47 
 
langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan 
keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk 
karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. 
Apalagi kejahatan premanisme lebih banyak dilakukan oleh anak 
muda yang masih dekat dengan keluarga. 
· Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-
sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep, khususnya di tingkat 
SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang 
bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan 
baik. 
· Menyediakan unit buser disetiap daerah di Kabupaten Pangkep 
yang bertugas untuk berjaga-jaga jika terjadi kejahatan, hal ini juga 
dilakukan agar kesempatan masyarakat untuk melakukan 
kejahatan menjadi tertutup jika anggota Kepolisian ada ditengah-
tengah masyarakat. 
Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak kepolisian dalam 
hal ini yang berperan penting adalah Kamtibmas yang berusaha 
menjalankan peran dan motto kepolisian yang menjadi mitra masyarakat 
agar tercipta suasana yang kondusif dan tercipta kedekatan emosional 
antara masyarakat dengan Kepolisian demi tercapainya ketentraman dan 
kenyamanan. 
Selain upaya penanggulangan preventif diatas, pihak Kepolisian 
Resort Pangkep dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya 
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represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman setelah terjadi 
tindak kriminal tersebut. 
Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian Resort Pangkep, antara lain: 
· Melakukan penangkapan terhadap preman yang melakukan 
penganiayaan terhadap orang lain. 
· Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti 
serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut 
dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan 
Negeri untuk diproses. 
Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh preman, Menurut Kanit Idik Polres 
Pangkep IPTU Ismail Samad, SH (wawancara tanggal 20 Mei 2015) 
bahwa pihak Kepolisian Resort Pangkep tidak terlepas dari berbagai 
kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain: 
· Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya kejahatan 
penganiayaan seringkali takut meskipun sudah dilakukan 
penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap 
resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan 
penganiayaan yang dialaminya atau yang diketahuinya. 
· Masih terbatasnya anggota di Satreskrim Polres Pangkep sehingga 
sulit untuk melacak seluruh kasus yang ada di daerah, serta 
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minimmnya kendaraan yang dapat digunakan dilapangan sehingga 
seringkali tidak mampu bergerak cepat jika mendapatkan laporan 
tentang terjadinya tindak kejahatan. 
· Sulitnya melacak aksi premanisme disebabkan oleh minimnya 
jaringan informasi. Apalagi jika kejahatan penganiayaan atau aksi 
premanisme tersebut di backing ataupun dilakukan oleh aparat 
maka seringkali tidak ada yang berani melaporkan ataupun 
memberi keterangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan 
yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep dari tahun 2012 
sampai dengan tahun 2014 berasal dari dua sumber yaitu: 
a. Faktor dari dalam diri pelaku yaitu faktor ego diantaranya perasaan 
ingin lebih dari orang lain, perasaan yang mudah sakit hati dan 
perasaan dendam. 
b. Faktor dari luar yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. 
2. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
preman di Kabupaten Pangkep oleh Kepolisian Resort Pangkep terdiri 
dari dua yaitu: 
a. Upaya pencegahan/preventif yaitu berupa penyuluhan terhadap 
masyarakat dalam hal ini orang tua, penyuluhan terhadap siswa 
khususnya siswa SMA dan penyedian unit buser untuk berjaga 
disetiap daerah. 
b. Upaya pemberantasan/represif yaitu penindakan terhadap pelaku 
kejahatan penganiayaan yang berujung penjatuhan hukuman oleh 
pihak yang berwenang. 
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B. Saran  
1) Memperhatikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di 
Kabupaten Pangkep, maka hendaknya sedini mungkin 
pemerintah yang berwenang meningkatkan penyuluhan hukum 
kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan 
baik dan menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga 
negara yang berdasarkan atas hukum. Guna lebih mengaktifkan 
upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh preman maka hendaklan ditingkatkan pula 
penyuluhan agama terhadap seluruh lapisan masyarakat 
karena seseorang hanya melakukan kejahatan jika tidak 
memiliki dasar keimanan yang kuat sehingga dengan 
mudahmelakukan kejahatan. Niscaya jika didalam dirinya ada 
dasar keimanan yang kuat maka kejahatan akan dapat ditekan 
karena jika orang tersebut tidak takut pada hukum maka 
setidaknya orang tersebut takut pada Tuhan.. 
2) Dalam penanggulangan kejahatan dalam masyarakat maka 
pihak kepolisian tidak akan pernah bisa bekerja maksimal jika 
kita sebagai masyarakat tidak membantu mereka, karena upaya 
penanggulangan preman merupakan tanggung jawab bersama 
sehingga dituntut peran aktif masyarakat. 
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